
PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR    03  Tahun 2007

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR (SISDUR) PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
PADA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 151 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Banda Aceh tentang Sistem dan Prosedur (Sisdur) Pengelolaan Keuangan 
Daerah pada Pemerintah Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 
Kota-kota  Besar  dalam  Lingkungan  Daerah  Propinsi  Sumatera  Utara  (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1956  Nomor  59,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 
dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851);

3. Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan 
Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor  172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repbulik 
Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Repbulik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  125,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik  Indonesia  Nomor  4437)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan 
Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan 



Daerah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2005 Nomor  38,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493),  yang telah ditetapkan dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

10. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara 
Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun 2004 Nomor  126,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2004  tentang  Kedudukan  Protokoler  dan 
Keuangan  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  90,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Nomor  4416)  sebagaimana  telah  diubah   dengan  Peraturan 
Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2005  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor   94,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
4540);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan  Umum  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang  Pinjaman Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  136,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574);

16. Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun 2005  tentang  Sistem Informasi  Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58  Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan  pemerintah  No.  79  Tahun  2005  tentang  Pedoman  Pembinaan  dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

19. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri A 
Nomor 1);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :
PERTAMA : Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan 

Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Banda Aceh.



KEDUA : Sistem dan  Prosedur  sebagaimana  dimaksud  dalam diktum Pertama  merupakan  acuan 
bagi  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) di  jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh 
dalam  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kota  Banda  Aceh, 
disamping ketentuan peraturan perundangan lainnya yang telah ditetapkan.

KETIGA : Hal-hal  yang  belum  diatur  dalam  Peraturan  ini  tetap  mempedomani  peraturan 
perundangan yang telah ada.

KEEMPAT : Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar  setiap  orang  mengetahuinya  memerintahkan  pengundangan peraturan  ini  dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah kota Banda Aceh.

Ditetapkan di    Banda Aceh
Pada Tanggal  29    Januari   2007 M

                      10 Muharram 1428 H

    Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

            Cab/Dto
    RAZALY YUSSUF

Diumumkan di Banda Aceh :
Pada tanggal   29  Januari  2007 M

10 Muharram 1428 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

Cab/Dto

KAMIL YUNUS

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 NOMOR  03


							   			         Cab/Dto

